
SAL IHANI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 2 I HK.O4 I s2t8 | 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka

t huruf c l.ampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10/HK.O4 I OB / 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya

menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48461;

2. Undang-Undang . .

t'i
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

+. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor

82]';

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor a56l:'

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2O2L tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Al9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2L Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum,

Sekretariat . . .
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

t236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2027 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2l Nomor 15O5;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10 |HK.O4 / 08 I 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 2lPK.Ol l32L8l2022 tentang

Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

Menetapkan

LINGKUNGAN
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LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TAHUN 2022,

Membentuk dan Menetapkan Pengelola Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022,

dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana

tercantum dalam L,ampiran Keputusan yang mempakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Masa kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2O22.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076

Tahun Anggaran 2022 dan/atau anggaran lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 26 Januan 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN

SEKR

Ismail

Hukum,

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



P -l ru tr
, E z

g t- H H
U 1 

tT
t

R
I

E
F

oo 5E =
2>

7
aX

\iJ

E
2

=
U

E
l 

LJ
S

=
x

!E
 r

t' 
C

zz
l1

5
8E

3
lO

rlP N
=

2 X
Y B
2

C
= E
E

tq
fr

z= 2 gE Z
X

U
C

n z

E
=

E
E

E
E

E
E

*
g=

E
xH

E
sa

E
32

d 
E

 E
 3

7
A

 x
 u

 
t 

3 
=

E
I=

g 
sE

=
E

E
E

T
 2

N
Z

.*
LC

N
,4

aA =
=

7
E

si

(lt
+

(J
J

I\)
z o

E o. a U o 0. a t, rd >
1 p g 5' ? t{

z o F
l $ N g P ", t"
J

=p a )i d T
. a c g { a. p S

+ a ru g ;r

a t { p) F
l A p 5 p 0a 0a o a P ? A i-

=t P r+ p) o. P ., J{ ;<
z p F

a p

H 0a 0c o r+ p

H 0a 0! o F
l' p

p 0! oc o r+ p

5 oq 0q o ?+ p

o (+ t p

C
- p d p r+ p) t)

,U o , d rJ p)

"U o T , d ) p

"U o O
,' F p

"U o cr p p

"U o 3 P p

(- p C
T p p) >
) o. p p) a,

sB
ys

t
=

rii
rF

t
H

r-
tg

3 
5.

8 
E

$E
rE

F
t*

e*
b

I b 
$+

[
fi 

riE
 r

f 
'E

U
. 

E
ts

1 
(D

qt

B
 E

 F
B

 1
F

T
H

 E
p)

=
pF

)
E

5E
5

? 0q p a a. g p ts rl E

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



o\ t5 >
) g p F cr
a A + q) k p I ? H ilr a o ti r.l o al
. p F
l

a) hu o H U t) p

H
H

tE
IP

 I')

f*
;H

Ir
Ig

E
'_

 [ 
] ;

 E
 ur

 r 
$-

 ;
$H

E
F

fiH
E

dH
ilF

:B
1E

 $
.fl

.*
*b

rT
ro

rg
E

E
F

f,$
E

gH
r

F -l .l 15 X z a

N
z o

fr H p rJ
r o F
l p. p H tJ 5' a lJ
r

p v, p t & g ) a d p) 5 ? ': F J{

z p 3 p

-l o H p 0q p \J o H P p. t d 0a

a t d w
!

P
i+

0a $n r{
O

P
rd E
g

F
P

,i c E

(- E
) L] p r_
t

p)

w -l. p s, n o g p ,i u

tu B E P p) P fr o g p a

c- p d p r+ p ,) g A
) s) ts .l ts

P
P

T

fiF
s$

F
H

:[E
n$

$;
;r

IIf
0!

H
to

3 
fr

B
 r 

Ig
 $

r 
$[

P
fH

$
sH

 fi
r 

r$
il

E
B

 
B

E
.

P m g) a

I N I

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



E -? m x 7 I 4(

+

I C
l) I

t
16

(!
,Ih

)
9F

E
T

B
t*

fr
6'

E
B

p
5.

ir-
i

C
oE

'
S

sE
d

B
?F

*
'p

5g r,
oa

^
o H

9A ot
s

F
t$

H E
.H

E
E

.
h5 a 

c,
a

E
T

p.
F

pp F
T

E
P B
fi

s'
B

br
i

da
 F?

0!
p ge

.
x;

o
C

-5
p)

m
rp t5 pg I.E rQ

p
o5 N N

H
F

-l 5P rn tu
 

f0

zz o= z!
E

D
=

r_
t

-t P

C -l U 2

Q
A

H
P

.
x=

.
H

E
E

N
A

)A E
E

X
B

<
fi

H
0) 2i r.
r 

D
,: 

(n
L^

J 
E

3p H< t'$ J< 2 c =C

tu z o z U fr z

E
d p oa p 5 Ji i t d

a B p

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


